
SALINANl

KOIUISI PEMILIIIAN UMTTM
KOTASERAI\IG

KEPUTUSAN KOMIST PEMILIHAIT{ T.'MI.IM KOTA SERANG

Nomor : lAa2 | YIK-03. 0 I -Kpt/ %7 3 I KP*J -Kot I y | 2O tB

TENTANG

PENBTAPAN I,oKASI PEUIKSANAAN OPERASIIONAL SISTEM INFORMASI
PENGHTTUNGAI.I SUARA (SITUNG} PADA PEMILTHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTTA SERANG TAI{UN 2OI8

KETUA KOMISI PEMIU}IAN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa rultuk melaksanakan ketentuan Pasal l3l ayet (U
Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol8

tcntang Femungutan darl Fenghitungan Suara Femilihan

Gubernur den trlskil Gubernur, Bupa.ti dan Wekil Bupati,

dan/atau Welikota darr flnkil Walikota menyatakan bahwa

KPLJ Prroviasi/KlP Aceh atau KPU/KIP KabupatenlKota dapat
mclakukan AbuIaEi penghitungan suara semcntala dengan

menggunaLan Situng;

b. hlmla berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan l(omisi
p6sililurn Umum Kota Serang tentang Fenetapan lokasi
Pelqksen4nn Operesbnal Sistem Informasi Fengbitungsn Suara

(SITITNG) pada Femilihan Walikota dan Wpkil Walikota Seraru

Tahua 2OlE;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 23 Tahun 2OOO

tentang Fembentukan Provinsi Bantea (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2(nO Nomor 182, ?ambahan
Irmbexan Negara RepubUk Indonesia Nomor,+0 lol;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3
tentang Keuangan Negara (LembBran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2-uu7
tentang Fcnbcntukan lfuta Scrang Di Pnovinsi Elanten
flrmbaran Negala Republik lndonesia Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47a81;
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4. Undang-Undang...
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4^ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ot4
tentang Pemerinahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor I Tahun 2015
tentanS Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebaggimana
telah beberapa kali diubeh terakhir dengan Undang-Undang
Nomor lO Tahun 2016 (I*mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lemhran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2An
(61teng Pemilihan Umum (Lembaran Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor L82, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Feraturan Komisi psmilihan Umum Nomor 05 ahun 2OO8

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Pnovinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O1 tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata KerF Sekretariat
Jenderal Komisi Femilihan Umum, Sekreteriat Komisi
Pemilihan Umum Pnovinsi, dan Sekretariat Komisi ps6ilihen
Umum lhbupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
kraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

9. Penaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2Ol7
tentang Tahapan, pnogram dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wnkil Walikota Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peratu-ran Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2018;

10. Peraturan Komisi hmilihan Umum Nomor 4 Tahun 2077
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupatj Dan Wqkil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota;

1 I. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol7
tentang Sosialisasi Pendidikan Femilih dan Partisipasi
Masyarakat dalqm Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupatq dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupeti dan Wakil Bupa.ti,

dan/atau Walikota dan Walol Walikota.

13. Peraturan...
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13. Peraturan kmisi Femilihan umum Nomor 9 Tahun zolg
entang Rekapitula*i Hasil pengitungan suara dan penetapn

Hasil Femilihan Gubernur dan Wqkit Gubernur, Bupati dan
Wnlol BuptU d*'r/atau Watikota dan Wakil Walikota;

Berite Acara Komisi kmilihan Umum Kota Serang Nomor
t04l / BAI 3673 lY I 20 18 tentang penetapa.n Lokasi pelaksanaan
opemsional sistem Informasi penghitungan suara (SITUNGI
peda Peailihan walikota dan wakil watikota serang Tahun
2018;

MEMU?USKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERAI{G TENTANG
PENETAPA}'I LOXASI PET.AKSANAAN OPERASIONAL STSTEM
INF1CRMASI PENGHITUNGAN SUARA {SITUNGI PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKO"A SERANG TAHUN 2018.

Penetapa.n tokrci klakeenaen operasional sistem Informasi
Penghitungan suara {SITUNG} pad* Pemilitran walikota dan wakir
Iflalikota serang Tahun 2018 dimulai pad.a tangal 2T Junr sampai
dengan 28 Juni 2018 bertempt di Hotel Horison ultima Ratu yang
beralamat Jl. K.H. Abdul Hadi No.66, Kelurahan Cipare, Kecanatan
Serang, Kota Serang-Provinsi Banten.

segala biaya vang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini
dibehnkan pada Daftar lsian Pelaksanaan perjanjian Hihh Uang
antara Pemerintah Kota serang dengan Komisi Femililran umum
(KPU) Kota Serang Nomor : 9OO/O?-KLD/N 12Afi, Nomor :

253 / KPU. Kota. 0 I 5. 436900l rvl 20 17, tanggal O5 April 20 t? .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditrtapkan apabila
dikemudian hari terdapt kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditrtapkan di Kota Serang

Peda tanggat 28 Mei 20f B

KETUA KO}ilSI FEUILITIAN UMUM
KOTA SERA!{G,
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HERI UTAT{IDIN

UMUM KOTA SERANC
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